
 
 

 
BUPATI SUMENEP 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

 
KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP 

NOMOR: 188/ 438 /KEP/435.013/2024 

 
TENTANG 

 

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA             
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP 

 
 

BUPATI SUMENEP 

 
Menimbang 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Mengingat 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

:  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
: 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

a. bahwa setiap Pemerintah Daerah wajib menyusun 

kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Aparatur Sipil 
Negara berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis 
Beban Kerja masing-masing Organisasi Perangkat 

Daerah; 
b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan 

Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 

Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2023 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 

Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 5), 
perlu dilakukan Analisis Jabatan dan Analisis Beban 
Kerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Keputusan Bupati Sumenep tentang 

Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban 
Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep. 

 
 
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6801); 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5597) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6897); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia        

Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 6402); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 6477); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perubahan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020      

Nomor 26); 
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan 
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia          
Tahun 2021 Nomor 525); 
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9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang 
Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 1047);  

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 

Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumenep Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep 
Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumenep Tahun 2023 Nomor 5). 

 

 
MEMUTUSKAN 

 

 
 

Menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban 
Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep 
sebagaimana tercantum dalam Analisis Jabatan dan 

Analisis Beban Kerja pada masing-masing Organisasi 
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Sumenep. 
 
Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagaimana 
dimaksud pada Diktum Kesatu, dipergunakan sebagai 
pedoman bagi penyusunan kebijakan di bidang 

ketatalaksanaan, kelembagaan dan kepegawaian di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep. 

 
Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati 
Sumenep Nomor : 188/419/KEP/435.013/2023 tentang 

Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 
 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 
Ditetapkan di  : Sumenep 

pada tanggal : 31 Desember 2024 
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